
 

  

 
  

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 15 TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI  PELAYANAN DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK  

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK 
DAN AKTA PENCATATAN SIPIL 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWOREJO, 
 

Menimbang : a.  bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terhadap 
pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, dapat dipungut retribusi 
yang pemungutannya merupakan kewenangan daerah 
Kabupaten/ Kota; 

 
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 

Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak 
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk  dan Akta Catatan 
Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian 
dewasa ini, sehingga perlu dicabut dengan menerbitkan 
Peraturan Daerah yang baru; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya 
Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Pencatatan Sipil; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3437); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran  Republik Indonesia Nomor 3437); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
3886); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4400); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 
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13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  No mor 4438); 

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3050 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737); 

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan;  

22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil; 

23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
119);   

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 
Nomor  3 Tahun 1988  tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 
Tahun 1989  Nomor 1); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun  
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2008 Nomor 4); 

 
                  

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

dan 
BUPATI PURWOREJO 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN 
DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA , 
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL. 

 
 
 

BAB  I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1.   Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3  Bupati  adalah Bupati Purworejo. 
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil 

Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi menangani bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

5.  Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun 
Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Daerah 
dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan 
dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

7. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang 
bukan Warga Negara Indonesia. 

8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat 
data keluarga dan semua anggota keluarga. 

9.  Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu 
sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk. 
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10. Akta Pencatatan Sipil adalah akta atas pencatatan peristiwa penting yang  
meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan 
anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan 
peristiwa penting lainnya. 

11. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang 
diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon. 

12. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Register Akta 
Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas yang selanjutnya diberikan 
kepada masyarakat sebagai pembuktian telah dicatat suatu peristiwa 
penting yang dialaminya. 

13. Kutipan Akta II dan seterusnya adalah kutipan akta Pencatatan Sipil yang 
dapat diterbitkan oleh Dinas karena kutipan akta sebelumnya hilang, rusak 
atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang 
berwajib.  

14. Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta 
Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 
atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan 
penerbitan dan penggantian pengadaan blangko KK, KTP dan Akta 
Pencatatan Sipil. 

15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 

16. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 
pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

17. Penyidik adalah Pajabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukan penyidikan.   

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 

 
 
 

BAB II 
 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: 
a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

pemungutan retribusi terhadap pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, 
KTP dan Akta Pencatatan Sipil; 

b. memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada masyarakat 
terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan dan penggantian biaya cetak 
KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. 
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